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ABSTRAK 

Pewarisan harta kekayaan di Indonesia dapat dilakukan apabila terjadi 

kematiandandidaftarkan.Jenispenelitianyangdilakukanadalahpenelitianpidananorm

atif,khususnyapenelitiantentangnormahukumpidana,penelitianinimenggunakanpen

dekatanhukumacarapidana.Berdasarkanpembahasanpenelitianinidapatdisimpulkan

bahwadalamKitabUndang-UndangHukumPerdata disebutkan bahwa apabila orang 

yang berhalangan hadir sudah 

meninggalduniadalamwaktuyanglama,makapihakyangberhalanganhadirdapatmen

gajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Ahli waris yang 

berhalanganhadir(afwezigheid),tetapmempunyaikewenangandankewenanganuntu

kbertindak atas harta kekayaan tersebut, yang dibuktikan dengan adanya 

gugatandarihakimPengadilanNegeri.HukumIslammengaturtentangorangyanghilan

g/mafqud dalam KHI pada Pasal 96 tentang pembagian harta bersama 

danPasal171huruf(b)tentang 

tuntutanhakwaris.Sehinggadalammenentukanstatuspidananya,hakimPengadilanAg

amatidakdapatmenolakdantetapberkewajibanuntukmemeriksaperkara-

perkarayangtidakdiatursecarajelasdalam KHI. Akibat dari penilaian nisbah 

putusan hakim dalam Perkara Nomor20/Pdt.P/2023/PN.sityang 

berkaitandenganpenempatanmanusiayanghilangdalam hukum waris, ditinjau dari 

sudut pandang Kitab Undang-Undang 

HukumPerdatadanHukumWarisIslam,yaitupemohonatauahliwarisdalammenerbitk

an manfaat asuransi yang sangat diharapkan manfaatnya. Oleh 

karenaitu,berdasarkanpermohonantersebut,MajelisHakimPengadilanNegeriSitubo

ndodalam putusannyamengabulkan untukseluruhnya.. 

 

KataKunci:KUHPerdata,HukumWaris Islam,KedudukanOrangHilang 

 

ABSTRACT 

InheritanceofassetsinIndonesiamaybeachievedifthere'sademiseandregistered.Thek

indofstudiesperformedisnormativefelonyresearch,specificallyresearchonprisonsta

ndards,thisstudiesmakesuseofthelawtechnique 

approach.basedonthediscussionofthisresearch,itmaybeconcluded 
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thattheCivilCodestatesthatiftheindividualthatisabsentislongpastforalong time, then 

the fascinated birthday celebration can submit a selection to thelocal District 

court. Heirs who are absent (afwezigheid), nevertheless have prisonauthority and 

authority to act at the assets, as evidenced by using the selection ofthe District 

court judge. Islamic law determines lacking folks/mafqud inside theKHI in Article 

ninety six concerning the department of joint property and Article171 letter (b) 

concerning claims for inheritance rights. So that in determining itsfelony 

popularity, the decide in the religious courtroom may not refuse and staysobliged 

to have a look at cases that aren't clearly regulated inside the KHI. 

Theconsequencesoftheevaluationofthedecide'sratiodecidendiinCaseNo.20/Pdt.P/2

023/PN.sit down associated with the placement of lacking humans 

ininheritanceregulation,fromtheperspectiveoftheCivilCodeandIslamicInheritance 

regulation, namely the applicant or inheritor in issuing insuranceadvantages 

which can be very much anticipated to be beneficial. therefore, basedon this 

request, the Panel of Judges on the Situbondo District courtroom in 

itschoicegranted it in its entirety. 

 

Keywords:CivilCode,IslamicInheritanceLaw,PositionofMissingPersons 
 

PENDAHULUAN 

Pada Hakikatnya setiap orang pada akhirnya akan mengalami 

kematian,sehingga kehidupan manusia dengan hukum waris saling terkait erat. 

Kematianseseorang adalah bagian kehidupan yang tak terhindarkan dalam 

keadaan apa pun,dan hukum waris sangat penting dalam mengendalikan distribusi 

dan 

pengalihankekayaanorangtersebutkepadaahliwarisnya.Sebagaibuktihukumataukea

bsahan fakta bahwasanya seseorang benar telah meninggal dunia, pemerintahakan 

menerbitkan catatan resmi kependudukan berupa akta kematian yang diakuioleh 

negara.1Adanya legalitas ini dapat digunakan apabila mendiang 

memilikiharta,agar lebihgampangdalam membagikanharta warisan. 

Namun,bagiorangyang 

statuskematiannyamasihbelumterverifikasiataumasihbelumjelassepertikasusorang

hilang,tentumenimbulkanpermasalahan termasuk dalam hal pembagian harta 

peninggalannya. Orang hilangdiartikan sebagai mereka yang kehidupan atau 

kematiannya tidak diketahui 

karenaberitamerekaterputus.Oranginipernahhidup,tetapitidakadakejelasanapakah 

 

 

 
 

1Anselma Palma Putri Kencana Adi, 2021, Akibat Hukum Akta Kematian Bagi Ahli Waris, 

JurnalIlmuHukum:Alethea,Vol4No2, hal 165-184 
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Orang hilang tersebut sudah tidak bernyawa atau masih hidup.2Karena 

jaminanmatiatauhidupdijadikanprasyaratdalampewarisan,makaoranghilangmembe

rikan tantangan terhadap hukum waris. Kepastian wafatnya pewaris 

danstatuskehidupannyapadasaatitu merupakan syarat pewarisan. 

Banyaknyakasusoranghilangakibatmelarikandiri,pembunuhan,musibah 

kecelakaan, penculikan maupun bencana alam selalu disorot di 

mediamassadanelektronik.Sepertihalnyadalamkasusperkaranomor20/Pdt.P/2023/P

N, bermula dari kejadian yang menimpa Ricky Hairul Rizalyaitu seorang 

pengemudi Truk yang sedang mengirim barang milik PT KuningIndah Perkasa 

dari Situbondo dengan menaiki kapal KM Mutiara Timur I yangberlayar dari 

Banyuwangi melalui Pelabuhan Tanjung Wangi menuju Lombokpada tanggal 16 

November 2022.3Kapal KM Mutiara Timur I yang dinaiki 

RickyHairulRizalmengalamikebakaranhinggatenggelamdiperairanutaraKarangase

m,ProvinsiBali.Kebakaraninidipicuolehterbakarnyamuatanoksigen. Diketahui 

kapal ini membawa 115 kendaraan, 25 kru kapal dan 236penumpang. 

Hasil proses evakuasi menunjukkan bahwa semua penumpang selamat 

dannihilkorbanjiwa,namunsetelahdilakukanevaluasioleh 

petugassyahbandartanjung wangi yang telah melakukan pendataan korban 

penumpang KM MutiaraTimur I menyatakan bahwa tidak terdapat nama dari 

identitas Ricky Hairul 

Rizal.BerdasarkansuratketeranganyangdikeluarkanolehBASARNASDenpasarNo

morB/120/OPS.02.01/II/SARDPS-2023menerangkanbahwasetelahdihentikannya 

operasi pencarian dan pertolongan pada 16 Desember pukul 19.00tidak 

ditemukannya penumpang selamat atas nama Ricky Hairul Rizal. 

Menginjaksatubulansetelahkejadian,RickyHairulRizalmasihbelumdiketahuikebera

daannya serta tidak ditemukan jenazahnya, sehingga masalah ini 

diserahkankepadaPolairudBali.4 

 

 
 

2Mardani, 2014, Hukum kewarisan Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada: Depok, hal. 95-

96. 
3PengadilanNegeriSitubondo,PenetapanNomor20/Pdt.P/2023/PNSitubondo,hal.2-3. 
4PengadilanNegeriSitubondo,PenetapanNomor20/Pdt.P/2023/PNSitubondo,hal.7-8. 
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NovaNeliAristaselakuistridariRickyHairulRizalpadaakhirnyamengajukanp

ermohonankepadaPN(PengadilanNegeri)Situbondodibawahregisternomor20/Pdt.P

/2023/PN.Dalamkasusini,NovaNeliAristaselakupemohon dan ahli waris 

mengajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan 

NegeriSitubondosupayaberkenanmemanggilsaksi-

saksidanpemohongunatersampaikannyaketerangandipersidanganyangdilanjutkanol

ehpemberianpenetapan bahwa Ricky Hairul Rizal telah meninggal dunia karena 

tenggelam dandinyatakan hilang di perairan utara Karangasem Bali, serta 

memerintahkan untukmemberikan akta kematian atas nama Ricky Hairul Rizal. 

Akta kematian tersebutdibutuhkan oleh pemohon atau ahli waris dalam 

mengeluarkan santunan 

asuransiyangsangatdiharapkanmanfaatnya.MakaataspermohonantersebutMajelisH

akimPengadilanNegeriSitubondodalamputusannyamengabulkankeseluruhannya. 

Pada kasus tersebut dapat diketahui bahwa status kematian Ricky 

HairulRizal sebagai orang hilang belum dapat diputuskan status hidup atau 

matinya,sehinggahalinimembawaimplikasiterhadapkedudukannyadalamhukumke

warisan. Pertanyaan mendasar pun muncul, seperti bagaimana pengadilan 

ataulembaga yang berwenang menangani situasi tersebut, apakah perlu adanya 

periodewaktutertentusebelumseseorangdapatdianggapmeninggal,danapakahKUHP

erdatadanHukumWarisIslammemberikanperlakuanyangseragamataukahterdapatpe

rbedaansignifikandalamrasiodecidendiyangberkaitandenganhukum kewaarisan 

untuk kedudukan orangyanghilang. 

Dalam KUHPerdata orang hilang dikenal dengan istilah afwezigheid 

(tidakhadir).MengenaikeadaanafwezigheiddalamKUHPerdatapadaBABXVIIImen

gaturtentangketidakhadirandalampasal463-495.Keadaanafwezigheiddapat terjadi 

salah satunya menurut Staatsblad 1922 No. 455 dikarenakan suatukejadian 

tragisyang menimpa pesawatatau kapal laut, dimana orang tersebuttidak diperoleh 

kabar terakhir setelah keberangkatannya atau dilihat sejak 

tanggalterjadinyaperistiwatersebut.Selanjutnyapadapasal463menerangkanyaituseo

rang tidak hadir jika ia meninggalkan tempat tinggalnya tanpa 

membuatsuatusuratkuasauntuk mewakilkandalamusahanya serta kepentingan 

ataudalam 
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mengurushartasertakepentingannyaataujikakuasayangmemberikantidakberlaku 

lagi”. Artinya, orang yang tidak hadir merujuk pada individu yang 

telahberpergianlamadantidakmenunjukpenggantinyauntukmelindungikepentingan

nya.5 

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pada KUHPerdata Pasal 467 

dalamhal penentuan jangka waktu bahwa seseorang dengan perkiraan meninggal 

limatahunsetelahberitaterakhirnya,makasaksiakandipanggilolehpengadilansetempa

tuntukmemberikanbuktibahwasanyaafwezigheidtersebutbelummeninggal.Pengadil

anberhakmenyatakantersangkaafwezigheidmeninggaldunia setelah pemanggilan 

ketiga dilakukan dan tidak tercantum kejelasan 

lagibahwaafwezigheidmasihhidup.SesuaidenganPasal468KUHPerdata,pemanggila

ntersebutwajibdiumumkanmelaluimediacetak(koran).6Olehkarenaitu,orangyanghil

angharusmemperolehkeputusandarihakimyangmempunyai kekuatan hukum tetap, 

dan apabila orang tersebut kembali, maka hakwarisnyakembali kepadanya. 

BerbedadengankompilasihukumkewarisanIslamyangmengaturmengenai 

orang hilang atau disebut juga mafqud dijelaskan bahwa dalam 

kontekswarisandanhartamafqud,parafuqahatelahmengesahkanketentuankhususmaf

qud, terutamanya bahwa harta dan hak mafqud tidak dapat dibagikandan 

dibelanjakan sampai keadaan hidup dan matinya dikonfirmasi dengan 

jelas.Sehingga seluruh asetnya ditahan dan dijaga hingga Mafquddikonfirmasi 

jelaskematiannya.7SebagaimanadijelaskanpadaPasal96ayat2KHImenyatakanbahw

a "Pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang suami atau istrinyahilang, 

harus ditunda sampai ada kebenaran tentang kematian yang 

sebenarnyaataukematianyangdisebabkanolehperbuatanpidanaberdasarkankeputusa

n 

 

 
5Kaliandra Saputra Pulungan, dan M. Abdul Jalil, 2023, Kewarisan Mafqud Menurut 

PerspektifHukum Perdata Islam Dan Hukum Perdata Barat, Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum 

Islam, Vol. 6No 1, hal. 3. 
6Anak Agung Krisna Kumala Dewi, I Nyoman Putu Budiartha, Diah Gayatri Sudibya, 2020, 

HakWaris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang 

-UndangHukum Perdata,JurnalPreferensiHukum, Vol. 1,No. 2, hal.2-3. 
7Ridho Syahputra Manurung, 2016, Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam, 

FocusUPMI,Vol.6No.1, hal. 3. 
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pengadilanagama".Pasalinimenekankanbahwapenetapankematianseorangmafqudh

anyadapat dilakukan oleh pengadilanagama. 

Ijtihadhakimpuntetapakanmemperhatikanpandangandarifuqahasebagaisala

hsatufaktoruntukmengadilimafqudyangtidakdiketahuikematiannya.Jadiapabilaada

orangyangadildandapatdipercayauntukmemberikan kesaksian bahwa mafqud telah 

meninggal dunia, maka hakim dapatmenjadikan dasar persaksian tersebut untuk 

memutuskan status kematian mafqud.Seperti pada hal mafqud menurut situasidan 

kebiasaannya(tenggelam waktuberlayar, peperangan, atau kecelakaan pesawat), 

dimana para ulama Hanabilahmengatakan bahwasanya harta tersebut dapat 

dipecah jika tidak ada kabar setelahdilakukan pemeriksaan mafqud selama empat 

tahun. Berdasarkan situasi tersebut,hakim perlu memahami, menyelidiki dan 

mematuhiprinsip dan nilai hukum 

yangberkembangdenganmencermatiseluruhpedomansertahukumislamsebagaidasar

dan petunjuk dalammemeriksa dan mengakhiripersoalan mafqud. 

Berdasarkan persoalan yang telah dijelaskan diatas, ditemukan 

perbedaanketentuan batas waktu menunggu orang hilang antara KUHPerdata dan 

HukumWaris Islam dalam perkara pembagian asetnyaterhadap ahli waris dan 

oranglainnya. Maka dari itu, studi komparatif antara KUHPerdata dan Hukum 

WarisIslam menjadi relevan untuk dilakukan guna mendapatkan pemahaman yang 

lebihmendalammengenaibagaimanaduasistemhukumtersebutmenanganikasusketid

akpastianstatuskematianseseorang,terutamadalamkontekskewarisan.Perbedaan 

pendekatan antara sistem hukum yang bersifat umum 

(KUHPerdata)danyangbersifatagama(HukumWarisIslam)dapatmemberikangamba

ranmengenai nilai-nilai, norma, dan prinsip hukum yang menjadi dasar dari 

rasiodecidendidalam mengatasi situasi hukum tersebut. 

Penelitianinidiharapkanmampumemberikankontribusisignifikanterhadap 

pengembangan pemahaman hukum di Indonesia, khususnya dalam 

halpenangananhukumkewarisanterkaitdenganorang 

hilang.Melaluipengkajianaturan pasal yang termuat dalam kumpulan peraturan 

KUHPerdata dan 

HukumIslamakanmemberikanpandanganyanglebihkomprehensifkepadapraktisi 
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hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk merumuskan solusi hukum 

yanglebihtepatdansesuaidengankontekssosialdan budayamasyarakat Indonesia.” 

 
METODEPENELITIAN 

Pada penelitian iniakanmenerapkan jenisyuridis normatifyang 

padahakekatnya merupakan pemeriksaan internal terhadap hukum positif. 

Argumen,teori, atau konsepsi hukum akan dikembangkan melalui hukum normatif 

gunamemberikanrekomendasipenyelesaianpermasalahan.Penelitianiniakancenderu

nglebihfokuspadaanalisisnorma-normahukum,peraturan-peraturan,dan dokumen-

dokumen hukum yang bersifat teoritis.8Diharapkan dari 

penelitianpidananormatifinidapatdilakukankajiandananalisissecaramenyeluruh,seh

inggadapatdiperolehsuatuputusanpidanayangdapatdipertanggungjawabkansecarail

miahdengantingkatkeakuratanfaktayangmaksimal. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metodeperundang-

undangan.9Suatupenelitiannormatiftentunyaharusmenggunakanmetode perundang-

undangan, karena pada kenyataannya yang akan dikaji 

adalahberbagaiperaturanperundang-

undanganyangmenjadifokusdanpokokpermasalahan suatu penelitian. Proses yang 

digunakan untuk mengubah perolehandata penelitian menjadi pengetahuan baru 

yang dapat diterapkan untuk menarikkesimpulan disebut sebagai analisis data. 

Penulis menerapkan analisis data secaradeskriptif kualitatif, yakni analisis yang 

memilah dan menggolongkan data yangterhimpundariberbagaisumberbahan 

hukum,sebagai subjekpenelitian. 

. 

HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN 

PerbandingandariKUHPerdatadanHukumWarisIslamTentangKedudukanO

rangHilang dalamHukumKewarisan 

KitabUndang-UndangHukumPerdata(Staatsblad1847Nomor23,Burgerlijk 

Wetboek Voor Indonesie (BW) mengatur ketentuan orang 

mafqud.Akantetapi,dalamKitabUndang-UndangHukumPerdataUHPerdatatidak 

 

8SawalMahaly,dkk.,2024,MenulisKaryaIlmiah,CV.GitaLentera:Padang, Hal74-75. 
9PeterMahmudMarzuki,2018.PenelitianHukum,Jakarta:Kencana.hlm.29. 
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menggunakan istilah mafqud, melainkan menggunakan istilah tidak hadir 

atauafwezigheid.10MenurutR.Soebekti,menerjemahkankataafwezigheidyangterdap

atdalamBurgerlijkWetboekkedalamKitabUndang-

UndangHukumPerdatadenganistilahtidakhadir.11DalamKepailitanXVIIIKitabUnd

ang-Undang Hukum Perdata tentang Ketidakhadiran, Pasal 463 Kitab Undang-

UndangHukumPerdatamenjelaskanbahwaseseorangyangmeninggalkanrumahnyata

npamemberikankuasauntukmewakilinyadalamhal-

halmaupundalammengurushartakekayaannya,makaatauataspermintaanpihakyangb

ersangkutanatauataspermintaanKejaksaan.12““Pasal830KitabUndang-Undang 

Hukum Perdata menyatakan, “ahli waris hanya mengambil tempat 

karenameninggaldunia”.Berdasarkantekstersebut,pembagianhartawarishanyaterbu

ka apabila ahli waris telah meninggal dunia sedangkan ahli waris masih adahidup 

padasaat hartawarisan dibuka. 

Kehidupan dan kejelasan tempat tinggal seseorang sangat krusial 

karenadapatmenghambat pemenuhan hak dan kewajiban seseorang. 

Mengenainamabaikseseorangyangdinyatakansebagaiorangyangberhalanganhadirat

auafwezigheid, terlebih dahulu harus dinyatakan dalam suatu putusan 

pengadilannegeri setempatyangmenyatakan bahwaorangtersebutberhalangan 

hadir..13 

Pasal 467 KUH Perdata mengatur bahwa orang yang telah 

meninggalkantempat tinggalnya selama 5 tahun atau lebih dari 5 tahun karena 

keterangan 

yangkurangjelastentangkeadaanorangtersebutdiperolehnya,tanpamemberikankuas

auntukmewakiliurusandankepentingannya,dapatdimintakanmelaluipihak yang 

berkepentingan perdata dengan orang tersebut ke pengadilan untukdipanggil 

menghadap guna memeriksa keberadaan dan nasibnya. Jangka 

waktupemanggilaniniadalahdalamwaktutigabulan.Dalampelaksanaannya,apabila 

 
10Tan Henny Tanuwidjaja, “Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezigheid Terhadap Ahli 

WarisMenurutHukumPerdataBarat(B.W),”HukumBisnisVol.3.No.1 (April, 2019),hal.27 
11HeenaFriskaSimatupang,“StudiHukumKewenanganBalaiHartaPeninggalandalamPengelolaanHar

taKekayaanYangTdakDiketahuiOlehPemiliknya”diakses15Mei2024,http://repository.uhn.ac.id/han

dle/123456789/1500 
12Tim Redaksi BIP, KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), (Jakarta: Bhuana 

IlmuPopuler,2017), 163 
13AngeliaStephanieWirawan,SuriniAhlanSyarief,EndahHartati,“TuntutanAhliWarisTerhadap 

HartaPeninggalan YangDikuasaiOleh Balai HartaPeninggalan.” IUPress,(2015):3 

1
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yang bersangkutan tidak dapat memberikan pengaruh dan tanda bahwa ia 

masihhidup, meskipun telah dipanggil, maka yang bersangkutan perlu dipanggil 

untukkeduakalinya,danseterusnyasampaidenganpemanggilanke-

0,33(lamanyapemanggilan adalah 3 bulan).14 

Pasal 468 KUH Perdata menjelaskan bahwa pemanggilan dilakukan 

melaluisurat kabar, forum tanya jawab di pengadilan, dan forum tanya jawab 

tentangalamat terakhir orang yang bersangkutan. Apabila setelah dipanggil 

sebanyak 

tigakalidantidakhadir,pengadilandapatmenetapkansecarasahbahwaorangtersebuttel

ahmeninggaldunia,dihitungsejakorangtersebutmeninggalkanrumah,atausejaktangg

alterakhirdiketahuinyaketerangantentang hidupnya.Tanggal pasti putusan 

"hilangnya hak milik secara pidana" harus dicantumkansecarajelas dalam 

putusan.15 

Tempatorangyanghilangmenuruthukumwarisperdata,untukmemutuskan 

orang yang hilang harus mengajukan surat keputusan hakim yangmempunyai 

kekuatan hukum tetap, dan apabila orang tersebut kembali, maka 

hakatashartawarisanharusdikembalikankepadaorangyanghilangyangtelahmeningg

al dunia. Hakim dalam pengadilan akan mengacu pada ketentuan 

KUHPerdata.kekuatanbatinorangyanghilangsebagaiahliwarismenurutKitabUndan

g-Undang Hukum Perdata (BW) Waris, menurut Subekti apabila 

seseorangmeninggalkan tempat tinggalnya dan tidak memberikan kuasa 

hukumnya 

kepadaseseoranguntukmenguruskeperluannya,sedangkankeperluanorangyangbepe

rgian tidak begitu besar, maka pengurusannya cukup dilimpahkan kepadaorang-

orangkeluarganyasendiri..16 

berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris, orang yang bertindak 

sebagaiahli waris harus sudah ada (lahir) pada saat dibukanya waris. Jadi 

orangyangakan mewarisi, selain karena hadiah (lahir), juga harus masih ada 

(masih 

hidup)padasaatpewarismeninggaldunia,karenapadasaatitulahyangmenentukan 

 
 

14JoelCanggayuda,HanaSriPujiRahayu,AnindyaHaswaningrum,“AnalisisTurudisKedudukan Orang 

Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang 

HukumPerdata”,PrivatLaw.Edisi 07Januari-Juni2015,137 
15JoelCanggayuda, , 138 
16JoelCanggayuda, 140 
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siapa yang berhak mewarisi dan karena setelah itu hak dan kewajiban 

pewarisberalih kepada ahli waris.17Dan pelaksanaan pembagian warisan, apabila 

ada ahliwaris yang tidak hadir (afwezig), harus dibuktikan melalui surat 

keputusan darihakim Pengadilan Negeri. Setelah penetapan hakim, pembagian 

harta waris dapatdiselesaikan.18 

Akibat pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) 

dalamhalseseorangyangmeninggalkantempattinggalnya,harusmenunggupalinglam

a sepuluh tahun karena keterangan terakhir dari orang tersebut telah 

diterimaterlebihdahulu,barudapatdiajukanpermohonanuntukmengajukangugatan.S

etelah gugatan dibuat dengan sumber penetapan hakim, para ahli waris, masing-

masingmenurutundang-undangdanditunjukdalamsuratwasiat,berhakmengalihkan 

kekuasaan atas semua harta, sepanjang mereka memberikan 

jaminanbahwamerekatidakakanmenjual lagi benda-bendatersebut.19 

Dalam hal mafqud, menghukum seseorang yang telah lama 

meninggalkantempat tinggalnya atau mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam 

bahwa keadaanmafqud diatur dalam Pasal 96 yang menyebutkan:20Jika terjadi 

perceraian karenakematian, maka 1/2 dari harta bersama menjadi hak pasangan 

yang hidup 

lebihlama;Cabanghartabersamabagisuamiatauistriyangpasangannyaatausuaminya 

terlilit hutang perlu ditunda pembagiannya sampai benar-benar 

terjadikematianatau kematianberdasarkan putusan pengadilanagama. 

KemudianpadaPasal96Ayat(2)terdapatkalimat“...meninggalduniaberdasarka

nputusanpengadilanagama”,yangtergolongmafqudkarenamenyatakanbahwaapabil

asuamiatauistrimeninggalduniayangputusankematiannya didasarkan sepenuhnya 

pada putusan pengadilan agama, maka haltersebut dapat menjadi salah satu sebab 

putusnya perkawinan. Sebagaimana yangtercantumdalamPasal38huruf(a)Undang-

UndangNomor1Tahun1974 

 
 

17J.Satrio,HukumWaris,(Purwokerto:Alumni,2016),22-23 
18Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin, “Perlindungan Hukum BagiAhli Waris Yang TidakHadir 

(Afwezig) dalam Pembagian Harta Warisan di DIY,” Jurnal Transparansi Hukum. (2019):19-20 
19JoelCanggayuda,“AnalisisTurudisKedudukanOrangHilang”,141 
20DirektoratPembinaanBadanPeradilanAgamaIslam,KompilasiHukumIslam,(Jakarta:Departemen 

Agama,2000),50 
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digunakansebagaidasarpidanauntukmenuntuthakataspembagianhartabersama. 

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 menyatakan bahwaperkawinan 

dapat berakhir karena: kematian, perceraian, dan berdasarkan putusanpengadilan. 

Perlu diketahui bahwa sebab-sebab pewarisan dalam Islam disebut 

sebagaiempat (4) hubungan di mana seseorang dapatmemperoleh warisan dari 

orangyang telah meninggal, masing-masing melalui kematian yang wajar, 

kematiankarenatindakpidana(pilihanpengadilan),dankematianyangdiduga(berdasa

rkankecurigaan),secarakolektifdengan:21Pernikahan,Kekerabatan/Naskah,Wala'(p

elepasan budak) HubungandiantaraumatIslam. 

gagasantentangtatacarapenanggalanpernikahanbahwasuamimenjadiahliwaris

bagipasanganyangmeninggaldanpasangannyamenjadiahliwarisbagi suami yang 

meninggal. Dalam pernikahan ada harta yang dibawa sebelumpernikahan dan 

harta bersama (harta yang diperoleh dalam pernikahan), tetapitidak semua harta 

bersama dapat secara otomatis menjadi warisan karena ada hakbagi pasangan 

yang hidup lebih lama, sehingga yang mana yang harus 

dibagiterlebihdahulubarusisanyamenjadikonsepuntukmenghitungpembagianwaris

an adalah bagian dari pasangan yang meninggal yang harus 

dialokasikankepadaahliwarisyangberhak.Kemudian,Pasal171huruf(b)KHImenyeb

utkan::22 

“Ahliwarisadalahorangyangpadasaatmeninggalduniaatauyangdinyatakanme

ninggalduniaberdasarkanputusanpengadilanIslam,meninggalkanahli 

warisdan hartawarisan” 

Dalampasaliniterdapatkalimat"...dinyatakanmeninggalduniaberdasarkanputu

sanpengadilan...."yangjugadikategorikanmafqudyangberkenaan dengan tuntutan 

hak waris, bahwa sah tidaknya seorangahli warismenjadi syarat gugurnya hak 

waris, sebagaimana ditetapkan dalam syarat-

syaratkewarisan,yaitumatinyaahliwaris,baikmatihakiki,matihukmy,maupunmati 

 
 

21Moh.Muhibbin,AbdulWahid,HukumKewarisanIslamSebagaiPembaruanHukumPositifdiIndonesia

(JakartaTimur: SinarGrafika, 2017) 
22DirektoratPembinaanBadanPeradilanAgamaIslam,Kompilasi. ,81 
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taqdiri.Selaindiharuskantelahmeninggaldunia,ahliwarisjugadiharuskanberagama 

Islamdan menjalankantugas sebagaiahli warisdanahli waris. 

Selainitu,halyangberkaitandenganmafqudterdapatpadaPasal116huruf 

(b)yangmenyatakan:23 

“Pihak yang satu meninggalkan pihak yang lain selama dua (dua) 

tahunberturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah 

karenahal-haldi luarkemampuannya."” 

Pasaldiatasmenjelaskanbahwamemberikanseseorangbatasanwaktuuntuk 

menghadiri acara yang tidak dihadirinyaselama dua (dua) tahun untuksalah satu 

acara yang tidak dihadirinya (mafqud). Dari pasal ini perlu adanyasyarat-syarat 

yang dapat dipenuhi agar tindakan meninggalkan pihak yang laindapat dijadikan 

alasan perceraian selama sekurang-kurangnya dua tahun, 

tanpaizindaripihakyanglain,tanpaalasanyangsahataukarenahal-

haldiluarkemampuannya, maka syarat-syarat tersebut harus dipenuhi untuk 

menentukanadanya sifat mafqud. Akan tetapi, ketentuan tersebut hanya terdapat 

pada KitabUndang-UndangHukumPerkawinanI.24 

Sementaraitu,terkaitketentuanhukumwaristentangperkara-perkaramafqud 

dalam kitab II Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan, tidak 

diatursecaragamblangyangmenyebutkanketentuan-

ketentuantentangtugaspokokkewarisan mafqud, tentang syarat-syarat atau kriteria-

kriteria mafqud itu sendiri.Akan tetapi, para fukaha juga sepakat bahwa hakim 

yang berhak menetapkanpengakuan orang hilang adalah yang menentukan apakah 

orang hilang itu 

sudahmeninggalduniaataubelum.Untukitu,hakimhendaknyamendalami,menelusuri

,danmemahaminilai-

nilaipidanayangberkembangdengancaramemperhatikanketentuanperundang-

undangandanhukumIslamterkiniyangtertuang dalam kitab-kitab fiqih sebagai 

salah satu rujukan dan bahan acuan dalammengkajidan mengidentifikasi perkara-

perkaramafqud. 

 

 
 

23DirektoratPembinaanBadanPeradilanAgamaIslam,57 
24SaidulIskandar,DasarHukumPenetapanStatusHukumMafquddalamKewarisandiPengadilanAgam

aYogyakartadanKediri,skripsi,(Jakarta:FakultasSyariahdanHukumUniversitasIslamNegeriSyarifHi

dayatullah,  2017) 
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Meskipun pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan apa 

ygseyogyanya dipegang oleh Pengadilan Agama, namun dalam hal ini tidak 

bisamenjadikan alasan bahwa majelis hakim untuk menolak perkara tersebut. 

SesuaidenganketentuanPasal10ayat(1)Undang-

UndangNomor48Tahun2009tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa 

Pengadilan dilarang menolakuntuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 

perkara yang diajukan 

dengandalihbahwahukumtidakadaataukurangjelas,melainkanwajibuntukmemeriks

adan mengadilinya. 

DemikianjugatelahtersiratdalamPasal5ayat(1)Undang-

UndangRepublikIndonesiaNomor48Tahun2009TentangKekuasaanKehakimanme

nyatakan:Hakimdanhakimkonstitusiwajibmenggali,mengikuti,danmemahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat.25Sehinggamajelishakimtetapberkewajibanuntukmemeriksapermohon

antersebut meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam tidakmengaturnya secara 

jelas.Itulah sebabnya sesuai dengan Pasal 393HIR/Pasal 721 RBg menyatakan 

bahwahakim wajib mengisi kekosongan ini, baik dalam bidang hukum materiil 

maupundalambidanghukumformil.Dan 

putusanHakimbertujuanuntukmemberipenyelesaianterhadapperkarayangsedangdia

dilinyasedemikian,sehinggaapabilaperkaratersebutmenyangkutpihakyanglain,mak

aHakimataspermintaanyangberkepentingan,dapatmengabulkandanmemberiputusa

nseadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hakim dapat berpedoman pada Pasal 

70Rvdan Pasal 279Rv danseterusnya.26 

Selanjutnya jangka waktu seseorang dapat ditetapkan mafqud, para 

ulamamadzhabberbedapendapat : 

1. Ulama Madzhab Hanafi: 90 tahun, dengan asumsi bahwa dalam jangka 

waktutersebutorang-orangyangseusia dengandiadidaerahnyatelahsemuawafat; 

 

 
25Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

KekuasaanKehakiman 
26Sudiono,“UpayaIntervensidiPengadilanAgamaHakimWajibMengisiKekosonganHukumMateri

ilMaupunHukumFormil,”diakses15Mei2024,http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-

pengadilan/166-upaya-intervensi-di-pengadilan-agama- 

hakim-wajib-mengisi-kekosongan-hukum-materiil-maupun-hukum-formil.html 
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2. Ulama Madzhab Maliki: 70 tahun, dasar hadits Rasul yang mengatakan 

bahwausia umatku sekitar antara60 sampai dengan 70tahun; 

3. Ulama Madzhab Syafi’i: yaitu batas usia orang-orang yang sebaya dengan 

diadidaerahnya; 

4. UlamaMadzhabHanbali:jikamafqudituhilangdalamsuasanayangsedemikian 

rupa sehingga dapat diduga dia telah wafat, sepertidalam 

perang,atautenggelamnyaalattransportasiyangdinaiki,dimanasebagianpenumpa

ng selamat dan sebagian lagi tidak selamat, maka di sini ditunggusampai 

tenggat waktu empat tahun. Tetapi jika ia hilang dalam suasana 

yangtidakmungkin iawafat(berdagang,berwisata ataumenuntut ilmu),maka: 

a. Ditunggu sampai yang bersangkutan berusia 90 tahun karena biasanya 

diatasusiainisudahtipiskemungkinannyabagiseseoranguntukdapatbertahanh

idup; 

b. Diserahkanpadapertimbanganhakim27 

Selanjutnyamelihatmasalahjangkawaktuseseorangdapatditetapkan 

mafqudberdasarkan: 

1. Pasal 467 KUH Perdata pada pokoknya menentukan bahwa seseorang 

yangtelah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu 5 

tahunataulebihlewat5tahunsejakterakhirterdapatberitakejelasantentangkeadaan

orangtersebut,tanpamemberikuasauntukmewakiliurusan-

urusannyadankepentingan-

kepentingannya,makakarenanyaMajelisberpendapatuntukmenentukan 

seseorang dikatakanmafqudpaling sedikitminimal 5 tahun. 

2. Pasal 468 KUH Perdata disebutkan bahwa bila atas panggilan tidak 

datangmenghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir maupun orang 

lainyangcukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka 

pengadilanagama atas tuntutan jawatan Kejaksaan dan setelah mendengar 

jawatan itu,boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah 

dinyatakanmeninggal 

 

27MuhammadAliAsh-Shabuni,2013.HukumWarisDalamIslam,PT.FathanPrimaMedia,DepokJawa 

Barat, hal 198 
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AnalisisRasioDecidendiHakimDalamPerkaraNo20/Pdt.P/2023/PN.SitTerkait

KedudukanOrangHilangDalamHukumKewarisan,PadaPerspektif 

KUHPerdata dan HukumWaris Islam 

Banyaknyakasusoranghilangakibatmelarikandiri,pembunuhan,musibah 

kecelakaan, penculikan maupun bencana alam selalu disorot di 

mediamassadanelektronik.Sepertihalnyadalamkasusperkaranomor20/Pdt.P/2023/P

N, bermula dari kejadian yang menimpa Ricky Hairul Rizalyaitu seorang 

pengemudi Truk yang sedang mengirim barang milik PT KuningIndah Perkasa 

dari Situbondo dengan menaiki kapal KM Mutiara Timur I yangberlayar dari 

Banyuwangi melalui Pelabuhan Tanjung Wangi menuju Lombokpada 

tanggal16November 2022.28KapalKMMutiara TimurIyangdinaikiRicky 

HairulRizalmengalamikebakaranhinggatenggelamdiperairanutaraKarangasem,Pro

vinsiBali.Kebakaraninidipicuolehterbakarnyamuatanoksigen. Diketahui kapal ini 

membawa 115 kendaraan, 25 kru kapal dan 236penumpang. 

Hasil proses evakuasi menunjukkan bahwa semua penumpang selamat 

dannihilkorbanjiwa,namunsetelahdilakukanevaluasioleh 

petugassyahbandartanjung wangi yang telah melakukan pendataan korban 

penumpang KM MutiaraTimur I menyatakan bahwa tidak terdapat nama dari 

identitas Ricky Hairul 

Rizal.BerdasarkansuratketeranganyangdikeluarkanolehBASARNASDenpasarNo

morB/120/OPS.02.01/II/SARDPS-2023menerangkanbahwasetelahdihentikannya 

operasi pencarian dan pertolongan pada 16 Desember pukul 19.00tidak 

ditemukannya penumpang selamat atas nama Ricky Hairul Rizal. 

Menginjaksatubulansetelahkejadian,RickyHairulRizalmasihbelumdiketahuikebera

daannya serta tidak ditemukan jenazahnya, sehingga masalah ini 

diserahkankepadaPolairudBali.29 

Berdasarkan pasal 467 KUPerdata maupun Staatblad 1922 No. 455 

masihtetap dinyatakan berlaku, namun terhadap tenggang waktu tersebut 

diharapkandengankeadaansaatinimenuruthakimsudaktidakrelevanlagi,dimanakasu

s 

 

28PengadilanNegeriSitubondo,PenetapanNomor20/Pdt.P/2023/PNSitubondo,hal.2-3. 
29PengadilanNegeriSitubondo,PenetapanNomor20/Pdt.P/2023/PNSitubondo,hal.7-8. 



terhadap permasalahan dalam kasus ini seperti dalam permohonan ini 

mengenaipencarian korban dalam kecelakaan suatu kapal laut saat ini dengan 

teknologi dankecanggihan alat-alat modern yang digunakan, sehingga dalam 

waktu yang cukupsingkat namun tetap secara maksimal melakukan usaha 

pencarian, tim ataupunpihak-

pihakberwenangbisamenentukankeberhasilanataupunmenghentikansuatuprosespe

ncariannyakarenamerasatingkatkeberhasilannya sangatkecil. 

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat 

bahwademirasakeadilan,khususnyaterhadapkepentinganparaahliwarisyangditingga

lkandalamhaliniadalahPemohonyangjugasangatmembutuhkanpenetapaninidalamh

almengurusadministrasigunamengeluarkansantunanasuransi yang sangat 

diharapkan manfaatnya, maka sudah sepatutnya dari faktayang terungkap bahwa 

terhadap suami pemohon yaitu Ricky Hairul Rizal 

yangmerupakankorbanpenumpangyangtidakditemukanakibatkecelakaantenggelam

nya kapal KM. MUTIARA TIMUR yang operasi pencariannya yangdilakukan 

oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar bersama denga TimSAR 

Gabungan telah dinyatakn selesai atau dihentikan, maka dapat diduga 

suamipemohon yaitu Ricky Hairul Rizal telah meninggal dunia sejak 

meninggalkanrumahkediamanbersamapemohondansampaisaatinitidakditemukanla

gikeberadaannya ataupun jenazahnya. 

Berdasarkanuraianpertimbangantersebutmakapermohonanpemohonuntuk 

menyatakan bahwa suami pemohon yaitu Ricky Hairul Rizal, tempat 

lahirSitubondo, tanggal 18 oktober 1989 jenis kelamin laki-laki telah meninggal 

duniadalam kecelakaan tenggeleamnya kapal laut KM. MUTIARA TIMUR I 

diperairanutaraKarangasemBalipatutdikabulkan.Dalamkasusini,NovaNeliAristasel

aku pemohon dan ahli waris mengajukan kepada Majelis Hakim 

PengadilanNegeri Situbondo supaya berkenan memanggil saksi-saksi dan 

pemohon 

gunatersampaikannyaketerangandipersidanganyangdilanjutkanolehpemberianpene

tapan bahwa Ricky Hairul Rizal telah meninggal dunia karena tenggelam 

dandinyatakan hilang di perairan utara Karangasem Bali, serta memerintahkan 

untukmemberikan akta kematian atas nama Ricky Hairul Rizal. Akta kematian 

tersebutdibutuhkanolehpemohonatauahliwarisdalammengeluarkansantunanasuran

si 



yangsangatdiharapkanmanfaatnya.MakaataspermohonantersebutMajelisHakimPen

gadilanNegeriSitubondodalamputusannyamengabulkankeseluruhannya. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dialogyang telah penulis uraikan, maka dapat 

ditarikbeberapasimpulan sebagai berikut:: 

1. PerbedaanantaraKUHPerdatadanperaturankewarisanIslammengenaipenempata

n orang hilang dalam hukum waris, khususnya dalam KUH Perdatabahwa 

apabila orang tersebuttidakhadirdalamjangka waktuyang 

lama,makapihakyangbersangkutandapatmengajukangugatankePengadilanNege

risetempat,apabilahartawarisantidakterlalubesar,makapenguasaannya cukup 

diserahkan kepada ahli waris. Ahli waris yang tidakhadir (afwezigheid), 

meskipun memiliki kewenangan pidana dan kewenanganuntuk bertindak atas 

harta warisan, sebagaimana dibuktikan melalui 

penetapanhakimPengadilanNegeri.HukumIslamtentangpenetapanoranghilang/

mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 96 

tentangpembagian harta bersama dan Pasal 171 huruf (b) tentang tuntutan hak 

waris.Dimana kedua pasal tersebut memuat ketentuan"... dinyatakan 

meninggaldunia berdasarkan keputusan pengadilan" ataupenguasaan status 

kematiansecarahukum.Akantetapi,secaraumumdalamKompilasiHukumIslamm

engenaiketentuan-ketentuantentanghukummafquddisinitidaksecarakhusus. 

Maka dalam menentukan kelaziman pidananya dalam hal ini, makahakim 

dalam pengadilan agama tidak boleh menolak dan tetap wajib menaatihal-hal 

yang tidak diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Makadenganmenggunakandasarhukumyangdigunakanolehhakimdalampengad

ilan agama, selain melihat syarat-syarat dan masa berlakunya sesuaidengan 

ketentuan para ulama madzhab dan lamanya ketentuan Kitab Undang-

UndangHukum Perdata. 

2. HasildarianalisisrasiodecidendiHakimdalamPerkaraNo20/Pdt.P/2023/PN.Sitte

rkaitkedudukanoranghilangdalamhukum 
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kewarisan,padaperspektifKUHPerdatadanHukumWarisIslamyaitupenetapan 

bahwa Ricky Hairul Rizal telah meninggal dunia karena 

tenggelamdandinyatakanhilangdiperairanutaraKarangasemBali,sertamemerint

ahkanuntukmemberikanaktakematianatasnamaRickyHairulRizal. Akta 

kematian tersebut dibutuhkan oleh pemohon atau ahli waris 

dalammengeluarkan santunan asuransi yang sangat diharapkan manfaatnya. 

Makaatas permohonan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo 

dalamputusannya mengabulkankeseluruhannya. 
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